
31 
 

BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN TUGAS KUA  

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN 

1. Pengertian Nikah 

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau 

sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di 

dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti 

sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan 

perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan 

sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, 

sesusuan, dan keluarga.
18

 

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah 

ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan 

bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan 

seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh 

akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus. Oleh 

karenanya boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami 

merupakan hak seluruh isterinya lebih gamblangnya, syariat melarang 

poliandri dan membolehkan poligami.
19

 

Para Ulama Hanafiah mendefenisikan bahwa nikah adalah sebuah 

akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara 
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  Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Muhajir, 
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sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang 

perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan 

kesengajaan.
20

  

Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang 

Pengertian pernikahan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan “Ketuhan Yang Maha Esa”.
21

 

Ikatan lahir adalah ikatan formal, merupakan hal yang dapat dilihat 

dengan mengungkapkan bahwa adanya hubungan hukum antara seorang pria 

dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. 

Ikatan bathin adalah ikatan formal, berupa perasaan-perasaan yang 

menghubungkan keduanya, seperti cinta, rindu, kasih sayang dan perasaan 

lain untuk saling memerlukan satu sama lain, juga telah matang jiwa dan 

raganya.
22

 

2. Dasar Hukum Nikah 

Dasar hukum dari perkawinan dapat dilihat dari ayat al-Quran maupun 

dari Hadis Nabi sebagai berikut : 

a) Dasar Hukum Dari Al-Quran 

 Surat ar-Rum, Ayat 21 : 
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ةً وَرَحَْ  هيَْْاَ وَجَعَلَ بيٌَْكَُُْ مَوَدَّ
ِ
َِ آَنْ خَوقََ مكَُُْ مِنْ آَهفُْسِكُُْ آَزْوَاجًا مِتسَْكٌُوُا ا نَّ وَمِنْ آيََٓثِ

ِ
ةً ۚ ا

لَِِ لَيََٓتٍ مِلوَْمٍ يتَفََكَّرُونَ   فِِ ذََٰ

  

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. ”(QS.Ar Rum :21)
23

 

 

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa Allah telah menjadikan 

Pernikahan sebagai sarana bagi pasangan suami isteri untuk mencurahkan rasa 

kasih sayang. Sehingga dengan adanya kasih sayang tersebut akan 

mendatangkan ketenangan jiwa. 

b) Dasar hukum yang terdapat dalam hadis:  

 Hadis dari „Abdullah bin Mas‟ud r.a : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عيَ, كال : كال ميا رسول الله صلى الله عويَ و 

سلم : يَ معشر امش باب, من اس تطاع مٌكُ امباءة فويتزوج.  فاهَ  آٔغض نوبصر, 

بامصوم, فاهَ له وجاء. )متفق عويَ(وآٔحصن نوفرج, ومن لم يس تطع فعويَ 
24

 

Artinya : “Dari „Abdullah Ibnu Mas‟ud r.a ia berkata : Rasulullah SAW 

bersabda kepada kami : Wahai para pemuda, apabila kamu 

sudah sanggup untuk melaksanakan kawin maka kawinlah. 

Karena sesungguhnya kawin itu menjaga pandangan dan 

kehormatan. Dan bagi siapa yang tidak sanggup maka 

hendaklah berpuasa karena puasa itu benteng (HR.Mutafaqun 

„alaih)” 
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Hadis di atas, dapatlah dilihat bahwa betapa Rasulullah SAW 

sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melaksanakan pernikahan, 

karena pernikahan itu merupakan Sunnahnya. Rasulullah SAW sangat 

mengecam orang yang tidak mau menikah yaitu orang yang sengaja hidup 

membujang, sehingga dengan tegas Rasulullah SAW tidak mengakui 

orang tersebut sebagai golongan umatnya. 

3. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Untuk sahnya suatu pernikahan, harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-

unsur yang pokok dalam pernikahan tersebut  yang di kenal dengan rukun dan 

syarat  pernikahan, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama, 

yaitu: 
25

 

1. Rukun Pernikahan 

Rukun menurut para ulama Hanafiah adalah hal yang menetukan 

keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan 

syarat menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian di 

dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang 

menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan 

terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang 

harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyur: rukun adalah hal yang 

hukum syar‟i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang 

menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan. 
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Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menetukan keberadaan 

sesuatu dan merupakan bagian darinya. 

Para ulama bersepakat bahwa ijab dan Qabul adalah rukun. Karena 

dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang 

lain, sedangkan keridhaan Allah adalah syarat.
26

 

Rukun pernikahan menurut ulama hanafiah hanya ijab dan qabul saja. 

Sedangkan menurut ulama jumhur ulama ada empat, yaitu sighat (ijab dan 

qabul), suami- isteri, dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang 

mengucapkan akad. Sedangkan yang dijadikan akad adalah al-istimtaa‟ 

(bersenang-senang) yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam 

melangsungkan pernikahan. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang 

sangat menetukan dalam akad. Mahar hanyalah merupakan syarat seperti 

saksi. Itu dengan dalil bolehnya menikah dengan cara diwakilkan. Sedangkan 

saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan 

mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar dikalangan sebagian ahli 

fiqh.
27

 

Menurut para ulama Hanafiah, ijab adalah kata yang pertama kali 

keluar dari salah satu kedua pihak yang berakat, baik dari pihak suami 

maupun istri . sedangkan qabul menurut mereka adalah perkataan yang kedua 

dari salah satu pihak yang  berakad. Adapun ijab menurut jumhur ulama 

adalah perkataan yang keluar dari wali isteri atau orang yang 
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menggantikannya sebagai wakil. Karena Kabul hanya merupakan reaksi dari 

adanya ijab. Jika Kabul itu diucapkan sebelum ijab maka bukan namanya 

Kabul karena sudah tidak bermakna lagi. Kabul adalah perkataan yang 

menunjukan akan keridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami. 

Jika seorang suami berkata kepada seorang perempuan, “Nikahkanlah 

dirimu kepadaku” kemudian si perempuan menjawab, “Aku terima.” Menurut 

para ulama hanafiah, ucap pertama merupakan Ijab, sedangkan yang kedua 

merupakan Kabul. Adapun menurut jumhur ulama adalah sebaliknya. Karena 

wali perempuanlah yang memberikan hak milik kepada suami untuk 

bersenang-senang, maka perkataannya merupakan ijab. Sedangkan si suami 

yang menginginkan memiliki hak tersebut, oleh karenanya disebut Kabul.  

Rukun nikah  dalam KHI Pasal 14 menyatakan :
28

 

1) Mempelai laki-laki 

2) Mempelai perempuan 

3) Wali 

4) Dua orang saksi 

5) Sighat (Ijab Kabul)
29

 

Beberapa pendapat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa ulama 

Hanafiah, Malikiyah dan Syafi‟iyah berbeda pendapat dalam rukun nikah ini. 

Menurut ulama Hanafiah bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan kabul 

saja. Walaupun ulama Hanafiah menyatakan demikian, tetapi di dalam ijab 
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dan kabul tersebut sudah terdapat unsur-unsur  yang lain, (seperti mempelai  

laki-laki, mempelai   perempuan, wali, dua orang saksi) Karena tak mungkin 

ijab dan kabul itu di lakukan  tanpa adanya calon suami dan calon isteri. 

Begitu juga waktu melakukan ijab dan kabul, sudah pasti dihadiri oleh wali 

dan dua orang saksi. 

Menurut ulama Malikiyah Mahar merupakan  rukun nikah yang harus 

ada waktu melakukan akad nikah. Tapi ulama Malikiyah tidak memasukkan 

dua orang saksi dalam rukun nikah. 

Sedangkan menurut ulama Safi‟iyah mahar itu tidak termasuk ke 

dalam rukun nikah. Artinya mahar boleh menyusul setelah dilangsungkannya  

akad  nikah. Tapi ulama Syafi‟iyah memasukkan dua orang saksi itu sebagai 

rukun nikah. 

2. Syarat-syarat Pernikahan 

Adapun syarat-syarat pernikahan ialah :
30

 

1) Syarat calon suami  

a) Beragama Islam 

b) Calon suami itu betul –betul seorang laki-laki 

c) Tidak ada paksaan, artinya calon suami tersebut atas kemauan sendiri. 

d) Tidak sedang melakukan ihram atau haji 

e) Tidak sedang mempunyai isteri empat. 

Dari syarat-syarat calon suami di atas dapat di jelaskan sebagai 

berikut :
31
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a) Beragama Islam 

Dalam agama Islam laki-laki merupakan pemimpin dalam 

rumah tangga, oleh karena itu supaya peran dari seorang pemimpin  

berjalan dengan baik, maka perlu orang yang memimpin  tersebut 

sama kepercayaannya atau agamanya dengan orang yang di pimpin. 

Artinya calon suami itu mestinya beragama Islam. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur‟an 

surat al-Baqarah ayat: 221 yang berbunyi : 

ٰ يؤُْمِنَّ ۚ وَلََمَةٌ مُؤْمٌِةٌَ خَيٌْْ مِنْ مُشْرِنَةٍ وَموَْ   بَتْكُُْ وَلََ ثيَْكِحُوا اممُْشْركََِتِ حَتََّّ  آَعَْْ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik 

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka  

beriman. Sesungguh nya budak mukmin lebih baik dari 

0rang musyrik walaupun ia menarik hatimu”. (QS. Al-

Baqarah : 221)
32

 

Dari potongan ayat di atas jelaslah bahwa Allah SWT 

melarang wanita mukmin menikah dengan laki-laki musyrik, 

melainkan laki-laki itu sudah beriman kepada Allah SWT. Bahkan 

budak lebih baik bagi wanita mukmin di bandingkan dengan wanita 

musyrik. 

b) Calon suami itu memang betul laki-laki 

Karena tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki  itu 

menyukai lawan sejenis (sama-sama laki-laki untuk memuaskan 
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hubungan seksual). Seperti yang terjadi pada umat nabi Luth, Yaitu 

melakukan hubungan seksual  dengan sesama jenis.
33

 

c) Tidak ada paksaan, artinya calon suami tersebut atas kemauan sendiri. 

Hal ini juga perlu diperhatikan karena apabila perkawinan yang 

dilakukan itu dalam keadaan terpaksa, maka dapat menimbulkan 

terancamnya  keutuhan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut.
34

 

آٔبي ذر امغفار : كال رسول الله صلى الله عويَ و سلم  ان الله تجاوز عن آٔمتي عن 

الخطأٔ و امًس يان و ما اس تكر ُوا عويَ )زواٍ  ابن ماجَ(
35

  

Artinya:” Dari Abisar al-Gifaari dia berkata: bahwa nabi saw bersabda 

: sesungguhnya Allah membebaskan dari umatku perbuatan 

yang dilakukan karena tersalah, lupa dan mereka yang 

dipaksa orang lain “(HR. Ibnu Majah) 

 

d) Tidak sedang melakukan ihram atau haji 

Di dalam Islam orang yang sedang melaksanakan ihram atau 

haji tidak boleh melaksanakan akad nikah atau menikahkan orang 

lain.
36

 

Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah berikut ini: 

عن عثمان  رضي  الله  ثعالي عيَ  كال : كال رسول الله صلى الله عويَ و سلم : 

لَ ييكح  المحرم و لَ ييكح ولَ يخطب )روٍ مسلم(
37
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Artinya : dari Usman r.a : “Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh 

kawin orang yang sedang ihram dan tidak boleh 

mengawinkan serta tidak boleh melamar.”(HR.Muslim) 

e) Tidak sedang mempunyai istri empat 

Bagi seorang laki-laki boleh mempunyai isteri empat orang, 

asalkan dapat berlaku adil.
38

 Hal di atas dijelaskan dalam al-Quran 

surat an-Nisa ayat 3 : 

ِّسَاءِ مَثنََْٰ وَثلََُثَ  نْ خِفْتُُْ آَلََّ ثلُْسِطُوا فِِ اميَْتاَمَىٰ فاَىْكِحُوا مَا طَابَ مكَُُْ مِنَ امً
ِ
 وَا

لَِِ آَدْنََٰ آَلََّ ثعَُوموُا  نْ خِفْتُُْ آَلََّ ثعَْدِموُا فوََاحِدَةً آَوْ مَا مَوكََتْ آَيمَْاىكُُُْ ۚ ذََٰ
ِ
وَرُبَاعَ ۖ فاَ  

Artinya :”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu 

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS.an-Nisa 

: 3)
39

 

 

2) Syarat calon isteri 

a) Beragama Islam 

b) Terang bahwa ia wanita, bukan banci 

c) Halal bagi calon suami 

d) Perempuan yang akan dinikahinya tidak dalam perkawinan dan tidak 

dalam masa iddah 

e) Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa) 
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f) Tidak sedang ihram atau haji 
40

 

Dari syarat-syarat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Beragama Islam 

Artinya wanita musyrik tidak boleh oleh laki-laki muslim. Hal 

itu berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 221: 

بَتْكُُْ ۗ وَلََ  ٰ يؤُْمِنَّ ۚ وَلََمَةٌ مُؤْمٌِةٌَ خَيٌْْ مِنْ مُشْرِنَةٍ وَموَْ آَعَْْ  وَلََ ثيَْكِحُوا اممُْشْركََِتِ حَتََّّ

ئِمَ ثيُْكِحُوا اممُْ  بَكُُْ ۗ آُومػََٰ ٰ يؤُْمٌِوُا ۚ وَمعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيٌْْ مِنْ مُشْرِكٍ وَموَْ آَعَْْ شْرِنِيَن حَتََّّ

َِ نِويَّاسِ معََ  ُ آيََٓثِ َِ ۖ وَيبَُيّنِ ذْهِ
ِ

لََ امجَْيَّةِ وَاممَْغْفِرَةِ بِا
ِ
ُ يدَْعُو ا لََ اميَّارِ ۖ وَاللََّّ

ِ
ْْ يدَْعُونَ ا ُ َِّ و  

يتََذَنَّرُونَ    

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 

mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu”.(QS.Albaqarah : 221)
41

 

 

b. Terang Ia Wanita, Bukan Banci 

Artinya bahwa calon mempelai wanita tersebut benar-benar 

seorang wanita. Hal ini juga mengantisipasi akan terjadinya penipuan. 

Sebab ada juga praktek-praktek seks yang dilakukan sesama wanita 

(lesbian)
42

 

c. Halal bagi calon suami 
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Artinya calon isteri tersebut bukan mahramnya, baik haram 

sementara waktu maupun untuk selama-lamanya.
43

 Hal itu dijelaskan 

dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 23. 

َِاتكُُُْ وَبيَاَتكُُُْ وَآَخَوَاتكُُُْ وَعَََّاتكُُُْ وَخَالََتكُُُْ وَبيَاَتُ الَْخِ وَبيَاَتُ  حُرّمَِتْ عوَيَْكُُْ آُمَّ

َِا َِاتُ وِسَائِكُُْ وَرَبَائِبُكُُُ الُْخْتِ وَآُمَّ ضَاعةَِ وَآُمَّ تِِ آَرْضَعْيكَُُْ وَآَخَوَاتكُُُْ مِنَ امرَّ تكُُُُ املََّ

نَّ فلَََ  ْْ تكَُوهوُا دَخَوتُُْْ بِِِ َ نْ م
ِ
نَّ فاَ تِِ دَخَوتُُْْ بِِِ تِِ فِِ حُجُورِكُُْ مِنْ وِسَائكُُُِ املََّ املََّ

لََّ مَا كدَْ  جٌُاَحَ عوَيَْكُُْ وَحَلََئلُِ 
ِ
مَعُوا بيَْنَ الُْخْتيَْنِ ا ينَ مِنْ آَصْلََبِكُُْ وَآَنْ تَجْ ِ آَبيْاَئِكُُُ الََّّ  

َ كََنَ غفَُورًا رَحِيماً  نَّ اللََّّ
ِ
سَوفََ ۗ ا  

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 
perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-
ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu 
yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu 
(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 
mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang 
Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.an-nisa:23) 

 

d. Perempuan yang akan dinikahinya tidak dalam perkawinan dan tidak 

dalam masa iddah.
44
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Perempuan yang dalam ikatan perkawinan tidak dibenarkan 

mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. 

Begitupun juga bagi perempuan dalam masa iddah. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam al-Quran surat an-

Nisa ayat 24 : 

لََّ مَا مَوكََتْ آَيمَْاىكُُُْ 
ِ
ِّسَاءِ ا  وَاممُْحْصَياَتُ مِنَ امً

Artinya: Diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki” (QS.An-Nisa :24)
45

 

 

e. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa) 

Perempuan yang akan menikah mempunyai kebebasan untuk 

menentukan sikap. Pernikahan yang disebabkan keterpaksaan sulit 

untuk mencapai tujuan dari pernikahan, karena dalam pernikahan itu 

tidak hanya menyatukan dua insan, tapi akan menciptakan suasana 

damai dan tenteram lahir maupun batin.
46

 

f. Tidak sedang dalam ihram atau haji 

Artinya orang yang sedang melakukan ihram atau haji tidak 

dibenarkan melakukan pernikahan atau menikahkan orang lain.
47

 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

صلى الله عويَ و سلم : عن عثمان  رضي  الله  ثعالي عيَ  كال : كال رسول الله 

لَ ييكح  المحرم و لَ ييكح ولَ يخطب )روٍ مسلم(
48
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Artinya : dan dari Ustman r.a : Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh 

kawin orang yang sedang ihram dan tidak boleh 

mengawinkan serta tidak boleh melamar (HR.muslim) 

3) Wali 

Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa  pernikahan itu tidak sah 

jika tidak dihadiri oleh wali: 

وعن ابي بردة بن آٔبي موسى عن آٔبيَ رضي الله ثعالَ عنهلٌ كال : كال رسول الله صلى 

49الله عويَ و سلم : لَ ىكاح الا بولي )روٍ احد و الا ربعة(
 

Artinya : Dan dari Bardah Bin Abi Musa dari bapaknya semoga Allah 

ta‟ala meridhoi keduanya mereka berkata bahwasanya nabi 

SAW bersabda : tidak sah nikah tanpa dihadiri wali”(HR Ahmad 

dan arba‟ah) 

 

Adapun syarat-syarat wali adalah :
50

 

a. Berakal (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan dan 

tidak boleh pula orang Gila  

 امعلل, فلَ يصح  تزويج طفل, ولَ مجيون

b. Merdeka (tidak sah budak menjadi wali dalam perkawinan) 

 الحرية , فلَ ولَية  معبد

c.  Laki-laki (tidak sah perempuan menjadi wali dalam perkawinan, 

karena mereka tidak memiliki hak menikahkan diri mereka sendiri) 

فلَ ولَية لَمرآٔة, لٔن ُؤلَء لَ يموكون تزويج  آٔهفسِْ¸ الَّهورية  

d. Baligh (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan) 

                                                           
49
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 امبووغ, فلَ يلً امصبي

e.  Seagama (tidak sah orang kafir menikahkan wanita yang muslimah) 

 اثفاق الدين, فلَ يلً لَفر مسومة

f. Adil (tidak sah wali yang fasik dalam pernikahan)  

 امعدالة, فلَ يلً امفاسق ىكاح

 

4) Syarat-syarat Ijab Kabul.
51

 

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. 

Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). 

Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan dan kepala 

yang bisa dipahami. 

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, 

sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. 

Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki 

atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) 

apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya. 

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada 

jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad, dan 

masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua 

belah pihak dan dua orang saksi. 

5) Syarat-syarat Saksi:
52
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Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, 

muslim berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan 

maksud akad nikah. 

Tetapi menurut golongan Hanafiah dan Hambali, boleh juga saksi 

itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafiah, 

boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang 

tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. 

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai 

berikut:
53

 

a) Berakal, bukan orang gila 

b) Baligh, bukan anak-anak 

c) Merdeka, bukan budak 

d) Islam 

e) Kedua orang saksi itu mendengar. 

 

Syarat-Syarat Perkawinan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang No 

1 Tahun 1974 adalah terdapat dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6, dengan 

rincian sebagai berikut :
54

 

Pasal 6 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 
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2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua. 

3) Dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan 

dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 

ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara 

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah 

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 

mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini. 

6) Ketentuan tersebut  ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 7 :
55
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Pasal 7 

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun. 

2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi  kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua 

orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3)dan (4) Undang-Undang ini, 

berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini 

dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).     

Kemudian lebih lanjut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan 

tentang batasan umur melakukan perkawinan, yaitu yang terdapat dalam pasal 

7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 

tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

Dengan demikian Undang-Undang No 1 tahun 1974 cukup jelas dan 

tegas menyatakan, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut 

Undang-Undang tersebut harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. 

4. Tujuan Pernikahan 

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri 

bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal atau sakinah, mawaddah, atau rahmah. Untuk itu Allah SWT 

menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, 
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saling mencintai, menghasilkan keturunan , dan hidup berdampingan secara 

damai dan sejahtera. Sesuai dengan perintah Allla SWT dan petunjuk 

Rasulullah SAW.
56

 Hal ini juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat 

Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi; 

َِ آَنْ خَوقََ مكَُُْ مِنْ آَهفُْسِكُُْ  نَّ وَمِنْ آيََٓثِ
ِ
ةً ۚ ا ةً وَرَحَْ هيَْْاَ وَجَعَلَ بيٌَْكَُُْ مَوَدَّ

ِ
آَزْوَاجًا مِتسَْكٌُوُا ا

لَِِ لَيََٓتٍ مِلوَْمٍ يتَفََكَّرُونَ   فِِ ذََٰ

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ”(QS.Ar Rum 

:21)
57

 

 

Dan diayat lain Alllah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72 

yang berbunyi sebagai berikut : 

ُ جَعَلَ مكَُُْ مِنْ آَهفُْسِكُُْ آَزْوَاجًا وَجَعَلَ مكَُُْ مِنْ آَزْوَاجِكُُْ بيَِيَن وَحَفَدَةً وَرَزَككَُُْ مِنَ  وَاللََّّ

ِ هُُْ يكَْفُرُونَ  بَاتِ ۚ آَفبَِامبَْاطِلِ يؤُْمٌِوُنَ وَبِيِعْمَتِ اللََّّ يِّ   امطَّ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-

cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka 

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari 

nikmat Allah” 

 

 

Rasulullah SAW memerintahkan ummat Islam agar segera menikah 

pada saat ia mampu. Keluarga merupakan unit masyarakat Islam, dengan 

menikah merupakan cara untuk membentuk lembaga masyarakat yang 

terkecil. Sedangkan hubungan suami isteri diluar nikah merupakan perbuatan 
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terkutuk dan telarang.
58

 Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam 

surat al-Isra‟ ayat 32 yang berbunyi: 

َُ كََنَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًَ  َّ ه
ِ
نََ ۖ ا  وَلََ ثلَْرَبوُا امزِّ

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina,, sesungguhnya zina itu adalah 

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.
59

 

Islam telah menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi 

keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah kedua suami isteri dapat 

memperoleh kedamaian, kecintaan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini 

sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang paling besar adalah 

ibadah kepada Allah SWT. Ibadah disini bukan hanya upacara ritual biasa saja 

contohnya hubungan suami dan istri. Hubungan tersebut pada hakikatnya 

mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan.
60

 

Apabila suami isteri itu memperhatikan tujuan utamanya, maka 

pernikahan memiliki tujuan pokok yang bersatunya kedua belah pihak. Hal ini 

bertujuan untuk saling membantu dan mencapai tujuan pokok yang dicapai. 

Dalam pernikahan bukan hanya mencapai tujuan pokok  yakni bersatunya 

kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat belajar saling menghargai satu 

sama lain, mencintai Allah SWT dalam kehidupan rumah tangga mereka dan 

dapat mengatasi kesulitan-kesulitan serta kekurangan mereka. 

Tujuan adanya pernikahan yang kedua adalah untuk memenuhi 

kebutuhan biologis yang bertujuan untuk memperoleh keturunan. Setelah 

menikah akan memperoleh keturunan yakni anak-anak yang merupakan 
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amanah Allah SWT dan dapat menimbulkan kasih sayang kedua belah pihak. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ali-Imran ayat 14 yang 

berbunyi: 

ةِ  بِ وَامفِْضَّ َُ ِّسَاءِ وَامبَْيِيَن وَاملٌَْاَطِيِْ اممُْلٌَْطَرَةِ مِنَ الََّّ ِوََاتِ مِنَ امً  زُيِّنَ نِويَّاسِ حُبُّ امشَّ

ٍُ حُسْنُ امْ  ُ عِيْدَ هيَْا ۖ وَاللََّّ لَِِ مَتاَعُ امحَْيَاةِ الدُّ مَةِ وَالَْهعَْامِ وَامحَْرْثِ ۗ ذََٰ مَأبِٓ وَامخَْيْلِ اممُْسَوَّ  

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, bintang-bintang ternak dan sawah ladang. 

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang 

baik (surga).
61

 

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa manusia mempunyai 

kecenderungan untuk mencintai seorang wanita, cinta terhadap anak, dan 

mencintai harta kekayaan. Melihat uraian di atas, imam Ghozali 

mengemukakan bahwa tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima 

bagian yakni:
62

 

1. Mendapatkan keturunan 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyatukan sahwat dan 

menumpahkan kasih sayang 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan 
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4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 

dan kewajiban juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan 

yang halal 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 

harmonis, tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. 

 Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 

disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Mengomentari subtansi ini Yahya 

Harahap menulis bahwa KHI mempertegas landasan Filosofis perkawinan 

tahun 1974. Landasan filosofis ini dipertegas dan diperluas dalam pasal 2 KHI 

di atas UU berisi inti-inti:
63

 

 Perkawinan semata-mata “mentaati perintah Allah” 

 Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah” 

 Ikatan perkawinan bersifat “mitsaqon gholidlzon” 

Di antara hikmah nikah tersebut dapat diuraikan di bahwa ini:
64

 

1. Hikmah nikah bagi individu dan keluarga 

a. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram, karena 

terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama. 

b. Terhindar dari perbuatan maksiat, terutama masturbasi, perzinaan 

dan pemerkosaan. 
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c. Menciptakan keturunan yang baik dan mulia sekaligus merupakan 

upaya menjaga kelangsungan hidup manusia sesuai dengan ajaran 

agama. 

d. Naluri kebapakan dan keibuaan akan berkembang. 

e. Bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. 

f.  Memperluas persaudaraan 

g. Mendatangkan keberkahan. 

2. Hikmah pernikahan bagi masyarakat 

a. Terjaminnya ketenangan dan ketentraman masyarakat. 

b. Dapat meringankan beban masyarakat. 

c. Dapat memperkokoh tali persaudaraan. 

5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri
65

 

Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang 

Perkawinan diatur di dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. 

Sementara dalam Kompilasi hukum islam diatur dalam Bab XII pasal 77 

sampai dengan pasal 84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan: “Suami isteri 

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang 

berbeda Kompilasi pasal 77 ayat (1) berbunyi: “suami isteri memikul 

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan dari masyarakat”. 

Ketentuan  tersebut didasarkan kepada firman Allah surat ar-rum, 30:21; 
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  Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:
66

 

1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam 

masyarakat. 

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

Ketentuan pasal 31 tersebut, dalam Kompilasi diatur dalam Bagian Kedua 

tentang Kedudukan Suami Isteri pasal 79. 

Selanjutnya pasal 32 UU Perkawinan menegaskan:
67

 

1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

ditentukan oleh suami isteri bersama. 

 Isi pasal 32 UU Perkawinan tersebut, dalam Kompilasi dituangkan 

dalam pasal 78. 

 Dalam pasal 33 UU Perkawinan menegaskan, “suami isteri wajib 

saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin 

yang satu kepada yang lain”. Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 77 ayat (2). 

Selanjutnya ayat (3), (4), dan (5) berturut-turut dikutip di bawah ini :
68

 

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya 

dan pendidikan agamanya. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. 
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Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 

   Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan:
69

 

1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluaan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya 

  Adapun ayat (3) isi dan bunyinya sama dengan ayat (5) pasal 77 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 

 Pasal 80 Kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan 

keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut:
70

 

1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan 

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan oleh suami isteri bersama. 

2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuaanya. 

3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. 

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah,kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri. 
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b. Biaya rumah tangga,biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi 

isteri dan anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 

5) Kewajiban suami atas isterinya seperti tersebut ayat (4) huruf a dan b 

di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 

6) Isteri dapat membebaskaan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri 

nusyuz. 

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KUA 

 Sebelum kita mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) 

dalam meloloskan pasangan catin yang akan melakukan pernikahan lebih baik 

kita mengetahui tugas dan Fungsi dari Kantor Urusan Agama tersebut. 

1. Tugas dan Fungsi KUA 

a. Tugas KUA 

 Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Siak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun tugas-tugasnya meliputi:
71

 

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di 

bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. 
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2. Membantu Pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan 

dalam bidang keagamaan 

3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan 

Agama Kecamatan 

4. Melaksanakan tugas koordinasi pemilik Agama Islam, 

Penyuluh Agama Islam dan kordinasi/kerjasama dengan 

Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas 

KUA Kecamatan 

5. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). 

 Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juonto KMA Nomor 517 

tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi 

KUA Kecamatan secara tegas telah mencantumkan tugas KUA, 

yaitu:
72

 

1) Melaksankan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah 

Kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan 

dokumentasi dan statistic (doktik), surat menyurat, pengurusan 

surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga. 

2) Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan 

kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah 

Kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan 
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pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, 

baitul mal dan ibadah social, kependudukan dan 

pengembangan keluarga sakinah. 

  Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya: 

a. Penataan Internal Organisasi 

b. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik) 

c. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan 

d. Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf 

e. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji 

 Sedangkan para pejabat di KUA di antaranya kepala KUA 

kecamatan Minas dengan berpedoman pada Buku Administrasi KUA 

yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau 

mempunyai tugas:
73

 

1) Memimpin dan mengkordinasikan kegiatan semua unsur di 

lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA 

Kecamatan sesuai dengan job masing-masing. 

2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala KUA Kecamatan wajib 

mengikuti dan memenuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku. 
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3) Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan 

mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan 

bertanggung jawab kapada Kepala KUA Kecamatan. 

4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan 

bertanggung jwab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/ 

Kota Madya. 

b. Fungsi KUA 

 Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Pencatatan 

Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan 

Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut diatas juga 

mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi 

sebagai berikut: 

1. Menyelengarakan statistic dan dokumentasi, menyelenggarakan 

kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, 

dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

2. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan mebina 

masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan 

dan pengambangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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 Untuk mendukung Kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan 

kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama 

melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 

menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk 

melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkordinasi 

dengan instasi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan 

sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat pembantu PPN.  

 Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian 

Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah 

dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan 

sebagai Pembina kehidupan beragama di desa. Di samping itu 

Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku 

Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.
74

 

 Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-

tugas pokonya adalah: 

1. Pelayanan nikah dan rujuk, 

2. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. 

  Secara rinci tugas tersebut dapat di uraiakan sebagai berikut: 

a. Pelayanan Nikah dan Rujuk 
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 Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan 

perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatanya 

dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. 

 Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian 

yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundangan-

undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang 

akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat 

mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. 

Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan 

lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang 

melakukan pernikahan. 

 Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN 

adalah sebagai berikut:
75

 

1. Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak 

yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, 

calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model 

N10 

2. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan 

data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat 
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keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instasi 

lainnya maupun berdasarkan wawancara lansung. 

3. Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak 

tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya 

tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang 

perlunya meperoleh imunisasi TT dari Puskesmas. 

4. Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan 

rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja 

sebelum pelaksanaan pernikahan. 

5. Mendampingi PPN dalam mengawsi pelaksanaan akad 

nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang di 

lakukan di luar balai nikah. 

6. Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai 

dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan 

rujuk. 

b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa 

 Dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa 

Pemabantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk 

juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan 

beragama Islam di Desa. 
76

 

 Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat 

berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung 

                                                           
76

 Ibid, h. 4.  



63 
 

berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang 

bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antara sesama umat). 

2. Tugas Kepala KUA
77

 

a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan/ 

memutuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan 

Kegiatan Kantor Urusan Agama. 

b. Membagi tugas, menggerakan, mengarahkan, membimbing dan 

mengkordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama. 

c. Melakukan pemantauan dan eavaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

bawahan. 

d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahan. 

e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan 

Keluarga Sakinah. 

f. Melakukan pelayanan dan bimbingan  dibidang  Zakat dan Wakaf 

serta Ibadah Sosisal. 

g. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang data keagamaan 

dan tempat ibadah. 

h. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kemitraan umat 

Islam dan pembinaan Syari‟ah. 

i. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan haji dan 

umroh. 
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j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul 

dilingkungan KUA. 

k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas 

pelayanan dibidang pelaksanaan tugas KUA. 

l. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di 

bawahan. 

m. Melakukan kerjasama dengan Instasi terkait. 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

o. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


